BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam pasal 10 ayat 2 menyebutkan
bahwa badan peradilan yang beradafdi bawah Mahkamah Agung meliputi
badan peradilan dalam lingkiingan Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, dan Pefadilan Tata Usaha Negara. Lingkungan peradilan

tersebut masing-masing mem ungan Kkewenangan mengadili

tertentu dan meliputi bad pngkat pertama dan tingkat

pan Mentri un 1957

ilan Agama yari’ah di
. Moeslah
(PA Padang

Sumatra. P il - ang /Kelas I.

Kekuasaan Peradilan AgamXMgg¥edakan atas dua kekuasaan yaitu

kekuasaan relatif dan kekuasaan absolute. Kekuasaan relatif adalah
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= PADANG

Berdasarkan ketentuan di atas Pengadilan Agama Padang Kelas [. A
mempunyai kekuasaan absolute sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 7
Tahun 1989, Jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang UU Peradilan Agama, dengan
kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 meliputi: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e)
wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadagah; i) ekonomi syariah. Jika sebelumnya



harta bersama suami istri dan kewarisan diputus oleh Peradilan Umum,
maka sejak ada UU ini, kedua perkara ini sepenuhnya menjadi wewenang
Pengadilan Agama tanpa pengukuhan Pengadilan Umum lagi (Yaswirman
2013, 281).

Umumnya setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya
saja. Tidak pernah terbesit bila dikemudian hari harus bercerai, lalu menikah
lagi dengan orang lain, atau_gmemilih untuk tetap sendiri. Faktor
ketidakcocokan dalam sejumlah hal, “berbeda, persepsi serta pandangan

hidup, paling tidak ménjadi beberagma penyebab perceraian (Syaifuddin,

Turatmiyah dan Yahanan 2014 a hubungan perkawinan suami

harus memsé

merupakan 2 5 dupan suami

istri apabila ia telah bercerai. Hal ini Mfingkin disebabkan karena munculnya

taghergamaginj nygaapahila gida iadi_gerce@iangantaga '
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Agama, sehingga timbul berbagal masalah hukum yang kadang-kadang

penyeleseiannya 1lengl ng 1 u uffar@an yang berlaku
(Manan 2006, 103)

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan

adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat
berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban (Tihami dan
Sahrani 2009, 179).



Harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin
terjadi dalam dua bentuk (Syarifuddin 2014, 176):
1. Adanya akad syirkah antara suami istri, baik dibuat saat
berlangsungnya akad nikah atau sesudanya.
2. Adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya
akad nikah.
Secara yuridis formal UU N@©. 1%Tahun 1974 tentang perkawinan
mengatur harta kekayaan dalam perkawinan,pada Bab VII, pasal 35-37

dalam judul harta benda'dalamperk.

Pasal 35

asing-masi ak tidak
ang-Undang 1 Tahun

Harta U ' eh selama
perkawinan didapat atas

usaha mereka“dtau sendiri-send ¥ masa ikatan pelKawinan (Rofiq

2013, 161). Jadi pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menggolongkan harta benda
UIN(aW'anﬂlMga“Buo Nﬂa\]'o L
nY

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan,
karena pekerjaan 1 N a bersama adalah
harta benda yang a saat perkawinan

sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.
Sedangkan harta bawaan adalah harta benda bawaan masing-masing suami
dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
warisan yang berada dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri

sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain (Syaifuddin,



Turatmiyah dan Yahanan 2014, 411). Selanjutnya, pengaturan hukum Islam
tentang harta benda dalam perkawinan telah dipositivisasi dalam Kompilasi
Hukum Islam, khususnya pasal 85 sampai dengan pasal 97, yang menegaskan

adanya harta bersama dalam perkawinan.
Pasal 86 KHI

1. Pada dasarnya tidak ada pefcampuran antara harta suami dan harta
istri karena perkawinant

2. Harta istri tetap imenjadi hak “istri dan, dikuasai penuh olehnya,
demikian jugagdharta suami getap menjadi hak suami dan dikuasai
penuh olehnya. (Kompilag slam,'349)

Pasal 87 KHI

a yang
adalah

1 istri tentd Arta bersama,

maka penyeleseian perselisiha ajukan kepada Pengadilan Agama”.
(Kompilasi Hukum Islam, 350)
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eflefaNll dal kanfkets a 1j
dalam menganalisis harta bersama dengan penerapan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip k?AnA N, tagpa mengorbankan
ketentuan agama y#hg dfanut®

Berbeda dengan hal di atas pada tahun 2013 Di Pengadilan Agama

Padang terdapat kasus tentang gugatan harta bersama antara mantan suami
(Penggugat) dan mantan istri (Tergugat) dengan No. Perkara 0288/Pdt.
G/2013/PA. PDG.



Sebagaimana dalam amar putusan Majlis Hakim Pengadilan Agama
Padang, Hakim menetapkan harta bersama antara mantan suami (penggugat)
dan mantan istri (tergugat) yaitu:

1) 1 unit bangunan rumah dengan ukuran 12 mx12,5 m (luas 150
m2), yang terletak di Jalan Jati Rumah Gadang No. 14 RT. 01 RW 0
Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dengan
batas-batas sepadan tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tahah Ita;

- Sebelah Utara dengan Bandar;

- Sebelah Timurdengan tanah Yurhi;

- Sebelah Selatan dengan JalanJati Rumah Gadang.

3) Satu unit ha “Mio. (Putusan Nomor
0288/Pdt.G/201
a bersama yang

bukan milik sia

milik pribadi da ecara pasti. Setiap anggota dalam

suku dapat memanfaatkannya tetapi tidak dapat memilikinya (Kamaludin
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seperti kata pepatah: dijug tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando

(dijual tidak bolePA< '
digadaikan atau dfjual ®untik *Re

semua anggota, bila keadaan memaksa. Kepentingan itu adalah sebagai

ol d . Tetapi ia boleh

ing ersama™engan persetujuan

berikut: Maik tabujua ateh rumah (mayat terbujur atas rumah), managak
gala pusako (mendirikan gelar pusaka), gadih gadang indak balaki (gadis
besar belum bersuami), rumah gadang katirisan (rumah adat

ketirisan).(Kamaludin 2005, 88)



Dari latar belakang tersebut, penulis perlu mengkaji kembali putusan
hakim yang membagi harta bersama antara penggugat dan tergugat masing-
masing berhak seperdua harta bersama, mengingat salah satu objek harta
bersama yaitu rumah berdiri di atas tanah kaum.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membahasnya
dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama
Padang Perkara Nomor 0288/PdtG/20%3/PA.PDG Tentang Gugatan Harta

Bersama yang Tergabung dengan Tanah'Kaum.”

1.2. Rumusan Masalah
erdasarkan permas

m penelitian

penelitian

enjadi dasa ban hakim da putusan No.

0288/Pdt. G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama yang salah
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harta bersama ya ah satu objeknya berdiri di tanah kaum di

' PADANG

1.4. Signifikasi Penelitian

Adapun yang menjadi signifikan penelitian ini adalah:
1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis pentingnya penelitian ini dilakukan adalah :



1.4.1.1. Penelitian ini sangat penting untuk menjelaskan alasan yang
menjadi dasar hukum hakim memutuskan perkara nomor
0288/pdt.G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama
yang tergabung dengan tanah kaum.

1.4.1.2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum positif di Indonesia
tentang gugatansharta bersama yang tergabung dengan tanah

kaum.

1.4.2. Secara Praktis

gcara praktis penti enelitian kukan adalah:

akhirnya tidak menimbulkan keraguan dalam menerima hasil

1.4.2.3. Sebagai bahan pengembangan eradilan Agama,

ilmu

khquA AnN @a yang tergabung

dengan tanah kaum.




1.5. Studi Literatur
Pembahasan mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang
Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG Tentang Gugatan Harta Bersama
yang Tergabung dengan Tanah Kaum belum pernah diangkat untuk dijadikan
judul skripsi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun
demikian, ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan
penelitian yang penulis tulis ini. Bebérapaypenelitian yang dimaksud adalah:
1.5.1. Penelitian Dodri Hendfa Putra, dengan judul: Studi Analisis Terhadap
Pembagian Hart@ Bersama dj

618/Pdt. G/2012/PA. B

Rengadilan Agama Bukittinggi Nomor

pasalah skripsi ini adalah: Apa

h fakta-fakta
yang aSgeer i : 3 saksi. Sesuai

dengan kenyataan, yang banyak menghasilkan harta adalah pihak

ist@ se ragauana hagya sifat an adjal /3abagian yaduk
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tinjauan 0. 1 tahun'1 menjelaskan pembagian harta bersama

adalah % u S i ) ik igB@dasrkan hal tersebut
perkara inifgbergfn 1 eNghi an ketentuan UU

dikarenakan untuk kemaslahatan bagi keduanya antara suami dan

istri, hal ini dikarenakan istri lebih banyak bekerja dari pada
suaminya. Dilihat dari tinjauan KHI bahwa pembagian harta bersama
dapat diakui demi mencapai suatu keadilan dan kemaslahatan

keluarga.



1.5.2. Penelitian Tanti Norista, dengan judul: Penyeleseian Harta Bersama
Setelah  Terjadi Cerai Talak (Studi Analisis Putusan No.
369/Pdt.G/2008/PA. Bkt). Menurut Kompilasi Hukum Islam. Rumusan
Masalah skripsi ini adalah : Apa yang menjadi pertimbangan hakim
dalam putusan No. 369/Pdt. G/2008/PA. Bkt dalam harta bersama ?,
Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan No.
369/Pdt. G/2008/PA. Bkt2f Jawaban penelitian ini adalah yang
menjadi pertimbangan bagi “Majlis sHakim Pengadilan Agama

Bukittinggi dalam memutuskagmperkara No.369/Pdt. G/2008/PA. Bkt

adalah lebikh mengutama Raslahatan atau aspek maslahah

ditentukan

Peda dengan yang penulis

teliti yatu Analisis Putusan Pengad
84Pdtds/20d 3LPA BDG hent ata ta arga yang Tgrg
TN NJ L
1.6. Kerangka Te
Tugas hakim @dalg§fu p&@Is tusan ini dituntut

suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang

an Agama Padang Perkara Nomor

dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam
mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya
dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan

yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka dalam putusan hakim
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yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapa pun
dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan
yang objektif atau tidak. (Soeroso 2011, 134).

Putusan merupakan produk-produk peradilan agama, pada prinsipnya
sama saja dengan produk-produk dilingkungan Peradilan Umum.
Berdasarkan penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
memberikan definisi tentang put@isan ysebagai berikut: “Putusan adalah

keputusan pengadilan atasgperkara gugatanyberdasarkan adanya suatu
sengketa”.(Lubis 2008,4156)

Gugat yang bersifat conte erbatas jangkauannya. Meliputi

sendiri. Ditangan hakimlah suatu k®putusan dijatuhkan, oleh karena itu

anan hakimasagoatabentdhg im gitunt ntule megnah
| F anl IA aik 4 Ea'
tu

dapat menentukan benda-benda yang digolongkan sebagai harta bersama

selama perkawinn 18 su i rt upun benda tidak
bergerak. Penggoldhga 1 rNgdan tersebut dapat

diajukan oleh Penggugat atau Tergugat.

Pengaturan tentang harta bersama terdapat dalam UU No. 1 Tahun
1974 pasal 35-37. Pasal 35 ayat 1 dan 2, memuat kategori bahwa harta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan

masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai
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hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang
para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.

2.  Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai harta bendanyag(Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974, 12)

Pasal 37

raian,. harta bersama diatur
dang-Undang Perkawinan

“Bila perkawinan putus
menurut hukumnya

I mendapat

oleh sebuah
paruik ataupun jurai. Terhadap Reluarga mereka mempunyai hak

memakai (ganggam nan bauntuak). Walaupun yang memiliki harta pusaka

UIN IMAM BONJOL
mempergunakan 1)

, ggata Juarga yang akan
diketahui serta
mendapat persetujldan dari beliall terlébih daffulu(Anwar 1997, 92)

Bentuk harta yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tanah.

Tanah ialah tanah yang diolah seperti tanah pertanian, perkebunan dan tapak
perumahan atau tanah yang belum diolah atau yang masih berbentuk hutan
yang disebut dengan tanah ulayat kaum/penghulu. Semua tanah apakah yang

telah atau belum diolah di Minangkabau dipercayai sebagai milik nenek
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moyang. Apabila nenek moyang pembuka pertama itu membentuk suku,
tanah itu akhirnya dimiliki dan dikuasai oleh suku secara kolektif. Ketika
suku berpecah dan satu perut juga berpisah menjadi unit kecil-kecil, menjadi
rumah, harta lalu dibagi-bagi dalam bentuk ganggam beruntuk, dengan arti
kata harta itu digunakan dalam status hak pakai oleh unit yang lebih kecil,
tetapi hak kepemilikannya masih dipegang secara kolektif oleh semua
anggota suku.(Kamaludin 2005, 255)

Melihat kepada caragmendapatkannyay harta itu terbagi kepada
beberapa jenis yaitu:

a) Harta pugaka tinggi angditerima secara turun-

temurun dari nene
b)

c) 3 Carian, apaka

dengan usaha sendiri.

rta ibahlan o in.
IMAM BONJOL
a) Harta tepa M o 4 \q ukai oleh istri baik
pusaka tinggi P n j uk dalam kategori

ini harta pencarian wanita sebelum kawin. Harta pusaka itu ialah

milik bersama istri dan keluarga saudaranya, sedangkan harta

pencarian adalah hak pribadi yang tidak mutlak.
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b) Harta bawaan yang mencakup harta yang dibawa oleh suami
kerumah istrinya, yang mencakup harta pusaka ibunya dan harta
pencarian sebelum kawin.

c) Harta suarang ialah harta pencarian dari usaha bersama suami istri.

Pada masa kini pengertian harta suarang (harta bersama) telah
diperluas, dimana semua harta yang diperoleh dari usaha dalam perkawinan
berlangsung, baik istri ikut bekerja atatptidak ikut bekerja dianggap harta
suarang. Bila terjadi perceraian antara mereka, harta itu dibagi dua antara

mereka sama banyak.

1.7. Metode Penelitan

hukum

adalah

diberlakukan pada peristiwa huRum in concreto dalam perkara nomor

28@/pdtgs /201 2/PARDG gtentang ta ar rsarga,
UIN-IMAM-BONJC
am Kkasus tersebut.

pada peristiwa hukum in concreto dal

- =RADANG

Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini
adalah:
a. Sumber bahan hukum primer, yaitu sumber data utama dari

data-data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Padang
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yaitu Putusan Nomor: 0288/Pdt. G/2013/PA. PDG tentang
gugatan Harta bersama.

b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber data tambahan
yang diperoleh dari buku-buku, serta wawancara. Sumber
data tambahan dari buku yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan penulis bahas seperti buku hukum
acara perdata, bukustentang kedudukan dan kewenangan dan
acara peradilah agama,” bukuwbacaan tentang hukum adat

minangkabau.

7.3. Teknik Peng

Adapun metod

lilan Agama
Pad83 . pdt. G/2013 /P2
Wawancara

b.

waRcaraaad ose mpgialeh gketarang k
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engan responden dengan mengggunakan alat yang digunakan
interviewP ANV aMcara ini digunakan
untuk mdhda e 1 n penelitian, yaitu
mengenai produk putusan Pengadilan Agama Padang No. 0288/
Pdt.G/2013/PA. Pdg.

Penulis bertanya secara langsung mengenai hal-hal yang
diperlukan kepada pihak yang berkompeten dengan penulisan ini

yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan
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memutuskan perkara No. 0288/ Pdt.G/ 2013/ PA. Pdg tersebut.
Adapun hakim-hakim yang akan penulis wawancarai adalah: Drs.
H. Zainal Arifin, SH, MA sebagai Hakim Ketua, dan Hakim
Pengadilan Agama Padang.

1.7.4. Teknik Analisis Data
Teknik analisa data_gyang digunakan adalah content analysis
(kajian isi). Content gnalysis dapat diartikan sebagai dokumen atau

transkrip yang _télah ditulis gengan“rekaman komunikasi verbal.

Content analysis diartikag eknik untuk membuat suatu

" Misalnya se#

dalam persoalan putusan Pengadilan Agama Padang penulis

engran kegenagoangengadil aAMgala , dudulape
U ' N/pd MP ° 8 v X
engan dalil-dali s

erta [andasan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

" PADANG




